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PH AN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 26 TAHUN 2006

I[ENTANG

PEMBENTUKAN KEL.OMPOK KERJA

PROGRAM AKSI DESA MANDIRI PANGAN KABUPATEN SUMEDANG

ang

at

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

b

9

BUPATI SUMEDANG,

bahwa pangan mcrupakan kebutuhan dasar yang memberikan
manfaat untuk kelangsungan hidup manusia, sehingga untuk
mewujudkan ketersediaan, distribusi, dan konsumsi guna
mencukupr  ketahanan - pangan dalam suatu wilayah perlu
membentuk kelompok kerja program aksi desa mandir pangan;

n sebagaimana dimaksud pada
k kerja program Aksi Desa
Peraturan Bupati:

[ J

bahwa berdasarkan pertimbang:
huruf a di atas, pembentukan kelompo
Mandiri Pangan vang ditetapkan dengan
Tahun 1950 tentang Pemerintahan

Undang-undang Nomor 14
Jawa Barat (Lembaran

Dacrah Kabupaten dalam Lingkungan
Negara Tahun 1950);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersth dan Bebas dari Korusi, Kolusi, dan Nepotisme
(Lembaran Negara Tahun 1999 Neomor 75, Tambahan [Lembaran

Negara Nomor 3851);
|7 Tahun 2003 tentang Keuangan

Undang-Undang Nomor
hun 2003 Nomor 47, Tambahan

Negara (Lembaran Negara Ta
Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
| embaran Negara Nomor 4437) schagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomer 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Undang-undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4548).




6 Undang-Undang Nomeor 35 Tahun 2004 tentang 1orionmasgs
Veuangan Antaia Pemerintah Pusat dan | raeral (] amivaess e il
Tahun 1999 Nomor 2004 Momer 126, Tambahan |emiem
Negara Nomor 4471% ),

7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 206 | eneang
Pengelolaan  dan  Pertanggungjawaban  Kowengan st
Pelaksanaan 1Jekosentras: dan | ugas Peombmotusn (| sesaos
Negara Tahun 2000 Somor 2073, ambmhan | e She ey
Namnor 4073y,

8 Peraturan Pemerintah Nomor 5% Tahun 2005 tentang Py paz
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Wownen 14
Tumbuhan Lembaran Negara Nomor 4574

9 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2007 temang Podomnas

Pelaksanaan Pengadaan BarangJasa Pemersmah,  whiagasTati

oo
1

wolsh dishah umtuk terakhirkalinya dengan Peraturan Proeude
Nomor 8 Tahun 20060,

10 Peraturan Daecrah Kabupaten Sumedang Neomar 4% Tatwm 2000
icntang Kewenangan Pemernintah Kabugaten Sumodany ! § mopbeet e
Dacrah Kabupaten Sumedang Tahun s Momor 55 Sers 17

isact Ahh a2y

11 Peaiuran Dacrah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tabun 2003
tontang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan [acrah (Lembaian
Ducrah Kabupaten Surmcdang Tahun 2003 Womer 6 Ser: 125,

l_hmperhatikan I Peraturan Menteri  Pertaman  Pertamian Momor 441K pie
KU.510/12/ 2005 tanggal 22 Desember 2005 Temang Penugasan
Vepada CGubernur/Bupati Walikota Dalam Pengelolaan Dan

e

Tanpoung Jawab Dana Tugas Pembantuan Departemnen Porlaman
Tahun Anggaran 2006,

z Qurat Fdaran Kepala Pusat Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan,

Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertaman Nomor
019/Ku 43012722006 Tangga! 3 Pebruan 2006 Temtang
Pelaksanaan Program Aksi Desa Mandini Pangan,

MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PEMBENTUKAN

KELOMPOK KERJA PROGRAM AKSI DESA MANDIRI PA NI 1AN

HAB !
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Bupati i vang dimaksud dengan
1 Dacrah adalah Kabupaten Sumedang
Pemerintah Dacrah adalah Pemenntah Kabupaten Sumecar:

2.
. |
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Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dan sumber hayati dan
air. bark yang dwlah maupun tdak diolah vang diperuntukan
sebaga) makanan atau minuman bagt konsums) masnis Tma
Suhan lambahian pangan bahan baku pangan dan bahan lamn yang
digunakan daiam proses penysapan, pengoiahan dan atauy
pembuatan makanan dan minuman

Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa
aidaluh keeamuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan  mEnguUrus
; arakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat

kepontingan masyi
itiadal scicipai yaug diakui dan dihormati dalam Sistem

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indoncsia

rony

Partisipatif adalah bekenasama dengan orang lain dan mendo

nereka untuk mengenakan sendir
Kelompok afinitas adalah keanggotaan kelompok yang drikat
fenpn . Lesatuan dan kebersamaan oleh janngan persahabatan

g fahd
cgiaman-

Gan memungkinkan mcrcka mampy untik mciaksanakan ¥
kegnatan terteniu

Tim Pangan Desa adalah kelompok masvarakat vang terdin dan

aparal desa. lokoh masvarakat. penggerak PKK. dua orang

perwakilan kelompok muskin yang berperan sebagar penggerak
or nd:n Pangan

v toruriindsyz es L]
yne terwuiudnya Lesa Mandin

dalam mend

Mandiri Pangan adalah upava pemenuhan kebutuhan vang dapat
dicok ] olel ';-.r‘vll.ﬂu_[)ual,l Rumbefda}'a _Vang dlm]hk] dﬁlh{l' dan
n sub sistem distribust dan sub

behcianva wub sistern ketersediaa
faatkan sumherdava <etempat

sistem konsumsi dengan meman
cecara berkelaniutan

3 ) iah suatu proses dimana masyarakat
khususnva mercka vang kurang memiliki akses kepada
daya pcimbangunan didorong untuk makin mandin dalam

mengembangkan pertkehidupan mereka sendin.

Pemberdavaan Masvarakat

wriher
1553 20y S

ternenuhmy

Ketahanan Pangan adalah kond:s:

\"3
rumah tangga yang tercermin dar tersedianya pangan y2

nsdsieerm mvsay tTAnYNin Aan
raa o2an

Bl %Y ea e s e
baik jumiah mEUPUS US4, e, S ar g
R e it ot Tharsass P
Saoindindirian Pangan

a Makro/ Dacrah
Kemampuan suatu masyarakat dacrah untuk menjamin
seluruh penduduknya memperoleh pangan yang cukup. mutu
yang layak, aman berdasarkan optimalisasi pemaniaatan dan
berbasis pada keragaman sumberdaya lokal

b Mikro/ Rumah fangga
Kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan pangannva
dengan jumlah. mutu, keragaman, gi71, aman dan halal baik
dart hasd produksi sendin ataupun membeli dan pasar
Kemandinan pangan melihat pada indrvidu rumah tangga,
perianjut pada masyarakat, wiiayah ningga nasional




pemanfastan dan  pemcliharzan swana  da o2
penduhungnyy, kejelasan orang-orang yang men Ny s
caiscaia dan pola pongondalian wnial agar kolombayaan wr s

‘;_ scnantiasa terjadi secara efeknf schagm wahana untak memenuht

;' khriuiian ¥ ctahanan Pangan Masyarakat

BAB 11
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN POKIA

Bagian Kesatu
Orgamsas POKJA

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupali i dibentuk Kelompok Kenja (POKIA)
Program Aksi Desa Mandirn Pangan K abupaten Sumedang

ks1 Desa Mandin Pangan meTupakan

o seonang Ketua

{1} Kclompok Kerja Program A

lembaga non struktural vang (’lp{lu!n" ol

Bagian Kedua

Tueas
[ %4

Pasal 3

Kelompok Kerja Program Aksi Desa Mandiri Pangan mempunyai tugas

schagai berikut
a  Merumuskan Program Pengembangan Desa Mandin Pangan di
Kabupaten Sumedang.

b. Merumuskan masalah dan pemecahan masalah dalan pelaksanaan
Program Akss Desa Mandin Pangan

et Bagian Ketiga
gt Susunan Organisasi POKJA

Paragraf Kesatu
Tingkat Kabupaten

Pasal 4

. Bupati Sumedang
Waki! Bupat: Sumedang.

_ Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang
. Kepala Sub Dinas Penyuluhan Dan Ketahanan
Paggan puda Dinas Peranian Kabupaten
Sumedang
Kepala Badan Perencanaan Daerah
Kabupaten Sumedang




(N

4 Kepala  Dinas Perindustrian
Perdagangan Kabupaten Sumedan

5 Kepala Dinas Koperasi Dan UKM
Kabupaten Sumedang

6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten

Sumedang

¥ Kepala  Dinas Pekerjaan  Umum
Kabupaten Sumedang

8. Kepala Sub Dinas Tanaman Pangan

pada Dinas  Pertanian Kabupaten
Sumedang

9. Kepala Sub Dinas Peternakan pada
Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang

10. Kepala Sub Dinas Perikanan pada Dinas
Pertanian Kabupaten Sumedang

11.  Kepala Bagian Perekonomian pada
Sekretariat Daerah Kabupaten
Sumedang

12 Kepala Bagian Pemerintahan Desa pada
Sekretariat Daerah Kabupaten

Sumedang

13 Kepala Bagian Kesejahteran Sosial pada
Sekretariat Daerah Kabupaten
Sumedang

14 Camat lokast Program Aksi Desa
Mandiri Pangan.

Paragraf Kedua
Tingkat Kecamatan

Pasal 5

Untuk mengupayakan terwujudnya Desa Mandin Pangan,
ineriuk POKJA Desa Mandiri Pangan Tingkat Kecamatan

dibe

Pokja Desa Mandini Pangan scbagaimana dimaksud pada avat (1)

pasal ini merupakan bagian dan Pokja Desa Mandiri Pangan

Daerah inl mempunyas tugas:

a Merumuskan data Keluarga Miskin. potensi Kecamatan.

b  Menetapkan masyarakat rawan pangan dan kelompok
masyarakat binaan:

¢ Melaksanakan pertemuan rutin membahas situast pangan
Kecamatan bersama-sama dengan Pokja Kabupaten.

d Merencanakan kegiatan Program Aksi Masyarakat Mandin
Pangan dalam upaya penurunan jumiah masyarakat miskin,

2  Melaksanakan evaluasi kegiatan Program
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Spesunan Poljz Desa Mand *3noan nekat Desa adals T
berikut

a  Koordinator Kepala Desa

b Ketuz Kader Panean Desa

L Ang o s Kader PKH
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teknis da 1

n administrati ' ; i

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
Pasal ini Sekretariat POKIA mempunyai fungsi

a Penyclenggaraan  sosialisas di  tingkat  Kabupaten,
Kecamatan dan Dcsa:

b Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi perencanaan dan
pelaksanaan kegratan hintas sektor dalam Program Aksi Desa
Mandiri Pangan;

¢.  Penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan kepada instansi
pengelola Program Aksi Desa Mandiri Pangan di tingkat
Provinsi dan Pusat,

d Penyelenggaraan rapat-rapat POKJA vyang dipimpin oleh
Ketua POKJA, baik secara berkala sekurang-kurangnya 3
(tiga) kali dalam setahun dan atau sewaktu-waktu sesuai

dengan keperluan.

BAB 111
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas POKJA Desa

Mandiri Pangan Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
by i Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Negara di

Habupaten Sumcdang.

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas POKJA Desa |

Mandiri  Pangan  kccamatan dibebankan  kepada  Anggaran l
’

Pendapatan dan |

i

dan sumber lain yang tidak

ne diperlukan bagi pelaksanaan tuga POKJA Desa

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang
mengenal teknis pelaksanaannya diatu PORIA

) W T H . H 3 3 . TN
ichih lanyui oich K etua P




Diundangkan di Sumedang

pada tanggal 19

- —éﬁf‘:

Juni 2006

(RETARIS DACRAH
JPATEN SUMEDANG
1

e

JARJFIN ABDUILIL.AH

7

ABUPATEN SUMEDANG

TAHUN 2006 NOMOR 20 SERI E.

Ditetapkan diSumedang
ang@al 19 Juni 2006




